HUKUM—

Pemberantasan
Korupsi akhirnya
menahan mantan
Bupati Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan,
Mardani H. Maming.
Sikap pimpinan komisi
antirasuah terbelah.
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Mantan Bupati Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan,
Mardani H. Maming,

resmi ditahan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi,
Jakarta, 2 Juni 2022.

o TEMPO/IMAM SUKAMTO

ELEPON seluler Ke-
tua Lembaga Penyu-
luhan dan Bantu-
an Hukum Nahdla-
tul Ulama Abdul Qo-
dir berdering men-
jelang Kamis siang,
28 Juli lalu. Pria di ujung telepon, Marda-
ni H. Maming, 40 tahun, mengabarkan
akan datang ke gedung Komisi Pemberan-
tasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan,
pada hari itu. Maming juga menyampai-
kan siap menghadapi pemeriksaan hing-
ga penahanan.

Kala itu, Qodir tengah bersama Denny
Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia. Mereka adalah ang-
gota tim gabungan pengacara Maming. Ke-
duanya bersepakat bertemu dengan Ma-
ming di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Ja-
karta Pusat, sebelum azan zuhur.

Maming menepati janji. Setelah tiba,
Bendahara Umum (nonaktif) Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama itu bersama rekan-
nya menunaikan salat zuhur berjemaah
lalu makan siang. Kemudian mereka me-
nuju gedung KPK. “Beliau sudah siap me-
nerima konsekuensi selepas pemerik-
saan, termasuk penahanan,” ujar Qodir
padaJumat, 29 Julilalu.

Mengendarai mobil Mitsubishi Xpander,
rombongan Maming tiba di gedung KPK
sekitar pukul 14.30 WIB. Puluhan nahdli-
yin (anggota PBNU) dan anggota Himpun-
an Pengusaha Muda Indonesia menyambut
kedatangan Maming. Mereka ikut menan-
ti proses pemeriksaan hingga malam. Te-
pat pada pukul 21.30 WIB, Maming dengan
menggunakan rompi tahanan oranye dan
tim pengacara turun dari lantai tiga.

Qodir sudah memperkirakan Maming
akan ditahan. Penetapan status buron ter-
hadap Maming yang diumumkan KPK dua
hari sebelumnya seolah-olah menjadi si-
nyal penahanan. Apalagi KPK juga sudah
menggeledah apartemen Maming di Kem-
pinski, Jakarta Pusat.

Namun sejak awal tim pengacara meng-
anggap penetapan status buron itu tak
perlu. “Sejak awal kami berkomitmen me-
ladeni pemeriksaan, tapi menunggu pu-
tusan praperadilan,” ucap Qodir.

KPK menjerat mantan Bupati Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan, itu dengan
tuduhan suap izin pertambangan batu
bara senilai Rp 104,3 miliar. “Uang diduga
diterima dalam bentuk tunai dan transfer
rekening dalam kurun 2014-2020,” tutur
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Juru bicara Komisi Pemberantasan
Korupsi, Ali Fikri, menunjukkan foto dan
surat status buron Mardani H. Maming
di gedung KPK, Jakarta, 26 Juli 2022,

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat
konferensi pers pada Kamis, 28 Juli lalu.

Alexander menjelaskan, suap diperoleh
Maming setelah merestui peralihan izin
usaha pertambangan operasi produksi da-
ri PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT
Prolindo Cipta Nusantara (PCN). Untuk me-
muluskan rencana itu, Maming memperte-
mukan Henry Setio, Direktur PT PCN, de-
ngan Kepala Dinas Energi dan Sumber Da-
ya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bum-
bu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Dwidjono lebih dulu ditangkap dan su-
dah divonis bersalah oleh Pengadilan Ne-
geri Tindak Pidana Korupsi Banjarma-
sin. Ia dihukum 2 tahun penjara dan den-
da Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan
lantaran terbukti menerima suap dari PT
PCN.

Besel untuk Maming diduga mengalir
melalui kontrak kerja sama pengelolaan
pelabuhan antara PTPCN dan PT Angsana
Terminal Utama (ATU), perusahaan mi-
lik keluarga Maming. Uang suap sebanyak
Rp 104,3 miliar mengalir ke rekening per-
usahaan yang terafiliasi dengan Maming.
“Gratifikasi ini dibungkus dalam bentuk
perjanjian kerja sama terselubung,” ujar
Alexander.

Maming menolak tudingan KPK. Menu-
rut dia, kerja sama antara PT PCN dan PT
ATU tidak bisa dianggap sebagai suap atau
gratifikasi. Sebab, kedua perusahaan itu
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sama-sama punya andil dan kontribusi da-
lam mengelola pelabuhan. “Itu murni ma-
salah bisnis. Tidak mungkin saya sebodoh
itu menerima gratifikasi melalui transfer
dan membayar pajak,” tuturnya sesaat se-
belum masuk mobil tahanan KPK.

Ia pun menolak disebut mangkir dari un-
dangan pemeriksaan. Kader Partai Demo-
krasi Indonesia Perjuangan itu mengaku te-
ngah berziarah ke sejumlah makam Wali
Songo beberapa waktu belakangan. Ia juga
sedang menunggu putusan gugatan pra-
peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Se-
latan. Menjelang pembacaan putusan pada
Rabu, 27 Juli lalu, Maming dikabarkan me-
nyambangi makam Sunan Ampel di Keca-
matan Semampir, Surabaya.

Seseorang yang mengetahui perkara ini
mengatakan Maming sebenarnya beren-
cana menyerahkan diri tepat pada hari
pembacaan putusan. Namun rencana itu
batal lantaran bisikan seorang jenderal
polisi.

Maming disarankan meladeni undang-
an pemeriksaan selepas putusan dibaca-
kan. Sebab, jika gugatan praperadilan di-
kabulkan, status penetapan tersangka ti-
dak sah dan tidak ada keharusan bagi Ma-
ming meladeni pemeriksaan.

(L 1]

KOMISI Pemberantasan Korupsi meng-
umumkan status buron Mardani H. Ma-
ming pada Selasa, 26 Juli lalu. Ditandata-
ngani Wakil Ketua KPK Alexander Marwa-
ta, surat bernomor R/4090/DIK.01.02/01-
23/07/2022 itu memohon bantuan semua
aparat penegak hukum untuk menangkap
Maming yang sudah berstatus tersangka.

“KPK sudah memasukkan tersangka (Ma-
ming) dalam daftar pencarian orang,” kata
pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri.

Menurut Ali, KPK menetapkan Maming
sebagai buron lantaran ia berulang kali
mangkir dari undangan pemeriksaan. Dua
surat panggilan pada 14 dan 21 Juli 2022
yang dilayangkan ke Lembaga Penyuluh-
an dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama
(LPBHNU), selaku kuasa hukum Maming,
tak mendapat tanggapan. Ketika dising-
gung surat penjelasan ihwal penundaan
pemeriksaan pasca-putusan praperadilan,
Ali mengaku belum mengetahuinya. “Ter-
sangka tidak kooperatif,” ujarnya.

Tepat pada hari pengumuman status bu-
ron, KPK mengirimkan surat perburuan
Maming ke Pengadilan Negeri Jakarta Se-
latan. Dokumen tersebut diharapkan akan
menjadi pertimbangan hakim untuk meng-
anulir permohonan praperadilan Maming.

Strategi tersebut jitu. Hakim tunggal
Hendra Utama Sutardodo menolak gugat-
an Maming. Ia merujuk pada Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun
2018 yang melarang seorang buron meng-
ajukan permohonan praperadilan.

Hendra juga menolak penilaian tim
pengacara yang menyebut penetapan sta-
tus itu melabrak prosedur. “Dalam hal ter-
sangka melarikan diri, atau dalam status
daftar pencarian orang, dia tidak dapat
mengajukan permohonan praperadilan,”
tuturnya saat membacakan putusan pada
Rabu, 27 Julilalu.

Sekretaris LPBHNU Abdul Hakam Agsho
menyesalkan pertimbangan hakim. Sebab,
Maming belum berstatus buron saat per-
mohonan praperadilan mereka daftarkan
ke pengadilan pada 27 juni 2022. “Yang di-
larang dalam SEMA itu adalah permohon-
an praperadilan oleh buron,” ucapnya.

Meski kandas, LPBHNU menyatakan
akan terus mendampingi Maming. Komit-
men itu dipegang lantaran Ketua Umum
PBNU Yahya Cholil Staquf telah memberi
arahan untuk melapis tim pengacara yang
digandeng Maming sebelumnya. “Meski
perkara ini terjadi jauh sebelum Pak Ma-
ming menjabat pengurus PBNU, kami te-
tap akan memberikan bantuan hukum,”
kata Hakam.

Awalnya, penetapan tersangka terha-
dap Maming di KPK tak berjalan mulus.
Seseorang yang mengetahui perkara ini
mengatakan empat pemimpin KPK bersi-
lang pendapat saat menetapkan status ter-
sangka dan buron terhadap Maming. In-
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formasi tentang ini juga dibenarkan oleh
sumber Tempo lain.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango
dan Nurul Ghufron, disebutkan sempat
menolak menandatangani surat disposisi
penetapan buron terhadap Maming yang
masuk ke meja mereka pada Jumat, 22 Juli
lalu. Sementaraitu, Ketua KPK Firli Bahuri
dan Wakil Ketua Alexander Marwata setu-
julalumembubuhkan tanda tangan.

Sikap pimpinan juga pernah terbelah
saat rapat gelar perkara laporan perka-
ra tindak pidana korupsi kasus Maming
pada Jumat, 8 Juli lalu. Firli dan Alexan-
der menyatakan setuju, sementara Nawa-
wi dan Lili Pintauli Siregar meminta KPK
lebih dulu berkoordinasi dengan Kejaksa-
an Agung. Sebab, kasus mantan Kepala Di-
nas ESDM Tanah Bumbu, Raden Dwidjono
Putrohadi Sutopo, ditangani Kejaksaan.

Sikap Nawawi dan Lili sejalan de-
ngan Ghufron. Masalah muncul lantaran
Ghufron baru mengetahuiagendarapatla-
poran perkara korupsi kasus Maming sele-
paspulang dinas dari Papua. Padahaliase-
ring mewanti-wanti agar selalu dilibatkan
dalam setiap penanganan perkaraini.

Lantaran tak dilibatkan dalam rapat,
Ghufron dikabarkan meminta diadakan
rapat khusus dengan anggota tim satuan
tugas kasus Maming. Sekitar sepuluh ang-
gota tim satgas yang menangani kasus itu
diminta memaparkan ulang temuan pe-
nyidik.

Di ujung pertemuan, Ghufron menya-
takan kasus itu dianggap masih prematur
dan belum layak untuk menyeret keterli-
batan Maming. Ia pun menolak memberi-
kan disposisi.

Ketika KPK berencana menahan Ma-
ming, sikap Nawawi dan Ghufron tidak
bergeser. Keduanya tetap menyatakan tak
setuju. Penyebabnya, menurut mereka,
tak ada alasan yang mengharuskan KPK
mengambil keputusan itu.

Firli, Alexander, dan Nawawi tak meres-
pons permohonan wawancara Tempo ih-
wal perbedaan pendapat ini hingga Sab-
tu, 30 Juli lalu. Lili Pintauli Siregar sudah
mengundurkan diri pada 11 Juli 2022.

Ketika dihubungi, Nurul Ghufron tak
membenarkan ataupun membantah keti-
ka dimintai konfirmasi. Ia menolak men-
jelaskan cerita yang muncul saat penetap-
an status tersangka dan buron Maming.
“Kamu dapat cerita itu dari siapa? Saya ti-
dak mau berkomentar,” ujarnya.
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_Besel Berkalang Bisnis

KOMISI Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Bupati Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming, pada Kamis, 28
Julilalu. Dua hari sebelum ditahan, mantan Ketua Umum Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia dan Bendahara Umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama itu ditetapkan komisi antirasuah sebagai buron.

la beralasan tengah menziarahi makam Wali Songo. la membantah
dugaan menerima suap izin pertambangan.

Mantan Kepala Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Tanah Bumbu,
Raden Dwidjono Putrohadi
Sutopo.

Status: Terpidana

Vonis Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Banjarmasin:
Penjara 2 tahun dan denda
Rp 500 juta subsider 4 bulan
penjara

TERENDUS DI PENGADILAN

Mei 2022

¥ Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Banjarmasin mulai
menyidangkan kasus mantan
Kepala Dinas Energidan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan,
Raden Dwijono Sutopo, dalam
kasus suap izin tambang. Nama
Mardani H. Maming muncul di
persidangan.

Mantan Bupati Tanah Bumbu,
Mardani H. Maming
Status: Tersangka

Tuduhan:

Diduga menerima suap dan
gratifikasi pemberianizin
tambang PT Prolindo Cipta
Nusantara

Jabatan bisnis:
Chief Executive Officer PT
Batulicin 62 dan PT Maming 69

7 Juni 2022

V¥ Komisi Pemberantasan Korupsi
mulai memeriksa Mardani
Maming.

16 Juni 2022

¥ KPK menaikkan status
penanganan kasus suap
perizinan ke tahap penyidikan
dan mengajukan permohonan
cegah ke luar negeriterhadap
Maming.



ALUR PERKARA

PT Prolindo Cipta Nusantara
(PCN) meminta bantuan
kepada Mardani H. Maming
untuk memperlancar
peralihanizin usaha
pertambangan operasi
produksidari PT Bangun
Karya Pratama Lestari

PT PCN membiayai
pembangunan pelabuhan
=| diataslahan seluas 307
hektare milik PT ATU di
Kecamatan Angsana,
Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan

%5

Maming
mempertemukan Henry
Setio, Direktur PT PCN,
dengan Kepala Dinas
Pertambangan Tanah
Bumbu, Raden Dwidjono

PT PCN mendapatkan
konsesisebagai pengelola
pelabuhan bersama PT
Permata AbadiRaya,
perusahaan yang di
kemudian hari terafiliasi
dengan Maming

» Dugaan nilai suap R p 1 04 y 3 m i I ia r (periode 2014-2020)

Maming meminta Henry Setio
mengajukan permohonanizin
pembangunan pelabuhan dan
menggandeng PT Angsana
Terminal Utama (ATU),
perusahaan yang terafiliasi
dengan Maming

Keuntungan yang diperoleh
darikerja sama operasional
pelabuhan itu ditengarai
sebagai praktik suap
terselubung kepada Maming.

Karier Politik
¥ Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (2009-2010)
¥ Bupati Tanah Bumbu (2010-2015)
¥ Bupati Tanah Bumbu (2015-2018)
¥ Ketua Dewan Perwakilan Daerah
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (dua periode sejak
2015)

27 Juni 2022

¥ Maming mendaftarkan gugatan
praperadilan atas penetapan
status tersangka oleh KPK di
Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

26 Juli2022

V¥ KPK menerbitkan status buron
terhadap Maming. Penetapan
status dibuat sehari menjelang
putusan praperadilan dibacakan.
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Karier Organisasi
¥ Ketua Umum Asosiasi Pemerintah

Kabupaten Seluruh Indonesia
(2015-2020)

¥ Anggota Kompartemen Bina
Wilayah Kalimantan Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (2015-
2018)

¥ Ketua Umum Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (2019-
2022)

¥ Bendahara Umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (2022)

_______________________________________ =

27 Juli2022

¥ Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan menolak permohonan
praperadilan Maming.

28 Juli 2022

¥ Maming mendatangi kantor
KPK, lalu ditahan selepas
pemeriksaan.
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“Yang dinyatakan
gratifikasi itu adalah
murni masalah bisnis.
Tidak mungkin saya
sebodoh itu menerima
gratifikasi melalui transfer
dan membayar pajak.”

Mantan Bupati Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan, Mardani H.
Maming

“Gratifikasi ini dibungkus
dalam bentuk perjanjian
kerja sama guna
memayungi dugaan

aliran uang ke beberapa
perusahaan yang terafiliasi
dengan tersangka.”

Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan
Korupsi Alexander
Marwata
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